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PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR: 188/53/KEP/413.013/2020

TENTANG

TIM TEKNIS LINTAS SEKTOR PENCAPAIAN TARGET NASIONAL

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2020
BUPATI LAMONGAN,

bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada
masyarakat khususnya pelayanan pengurusan administrasi
kependudukan di Kabupaten Lamongan, maka guna
kelancaran  pelaksanaan kegiatan dimaksud, perlu
membentuk Tim Teknis Lintas Sektor Pencapaian Target
Nasional Kabupaten Lamongan Tahun 2020 dengan
menetapkan dalam Keputusan Bupati.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 195C Nomor 41} sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya
dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730y,

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
5475);



3.

o

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 632 2);
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6354);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20306)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);



Menetapkan,
KESATU

KEDUA

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018
tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi
Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 498);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun
2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 29 Tahun
2007 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 18/E);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun
2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
2018 Nomor 4);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun
2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2020 (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 19);

14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020
(Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor
86).

MEMUTUSKAN :

Tim Teknis Lintas Sektor Pencapaian Target Nasional
Kabupaten Lamongan Tahun 2020 dengan susunan
keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran
Keputusan ini.

: Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai

tugas:

a. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pelayanan
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

b. mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan administrasi
kependudukan;

c. mengkoordinasikan penerbitan pelayanan administrasi
kependudukan antar lembaga pemerintah dan lembaga
non pemerintah;

d. menyusun tata cara perencanaan, pelaksanaan,
pemantauan, evaluasi dan pengendalian urusan
administrasi kependudukan;

e. mengadakan sosialisasi penyelenggaraan urusan
administrasi kependudukan;

f. melayani pendaftaran peristiwa kependudukan dan
pencatatan peristiwa penting; dan



g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung
jawabnya kepada Bupati.
KETIGA : Guna kelancaran pelaksanaan tugas Tim Teknis sebagaimana

dimaksud diktum KEDUA, diberikan honorarium selama 10
(sepuluh) bulan, dengan rincian tiap bulan masing-masing

sebagai berikut :

a. Penanggung Jawab Rp300.000,00

b. Ketua Rp250.000,00
c. Sekretaris Rp200.000,00
d. Anggota Rp150.000,00
KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pemberian honorarium

sebagaimana dimaksud diktum KETIGA dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Lamongan Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI LAMONGAN,

+ -1
L.

FADELI

Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;

2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;

3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamongan;

4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Lamongan;

S. Sdr.Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan;

6. Sdr. Anggota Tim dimaksud.




LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR : 188/53/KEP/413.013/2020
TANGGAL : 2 JANUARI 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS LINTAS SEKTOR PENCAPAIAN
TARGET NASIONAL KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2020

‘ No. Kedudukan dalam Keterangan
| Tim
1 2 3

I. | Penanggung Jawab

Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan

II. Ketua

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lamongan

II1. | Sekretaris

Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lamongan

IV. | Anggota

1.

@bk oeN

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soegiri
Kabupaten Lamongan

Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamongan

Camat se Kabupaten Lamongan

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan

Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi
Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada
Dinas  Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lamongan

. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Lamongan

- Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Lamongan

Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Lamongan

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada
Dinas Kependudukai dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Lamongan

Kepala Seksi Identitas Penduduk pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Lamongan

Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Lamongan

Kepala Seksi Pendataan Penduduk pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Lamongan

Kepala Seksi Kelahiran pada Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan
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16.

17.

18.

19.

0.

21.

22.

23.

Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Lamongan

Kepala Seksi Perubahan Status Anak,
Pewarganegaraan dan Kematian pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Lamongan

Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan

Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data
Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan

Kepala Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia,
Teknologi, Informasi dan Komunikasi pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Lamongan

Kepala Seksi Kerja Sama pada Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan

Kepala Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen
Kependudukan pada Dinas Kependuduk
Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan
Kepala Seksi Inovasi Pelayanan pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Lamongan

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya

WGIAN HUKUM,
=\ KN




